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ABSTRAK 

 

KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN  

AKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh 

MUHAMMAD IRVAN 

Krisis pengelolaan sampah di Provinsi Lampung semakin mendesak. Volume 

sampah yang terus meningkat melebihi kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

yang ada. Pembangunan TPA Regional menjadi solusi yang diharapkan. Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran sentral dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan TPA Regiona berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan BAPPEDA dalam kebijakan TPA Regional 

di Provinsi Lampung? 2) Apa saja faktor penghambat BAPPEDA dalam menyusun 

kebijakan tersebut?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan 

data melalui studi pustaka dan wawancara dengan informan dari BAPPEDA dan 

Dinas Lingkungan Hidup. Data yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif untuk mengevaluasi kewenangan BAPPEDA dan faktor penghambat 

dalam kebijakan TPA Regional. 

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, peran 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat krusial, terutama 

dalam perencanaan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Bappeda 

bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sampah, seperti Rencana Pengelolaan Sampah Daerah (RPBSD), serta mengatur 

zonasi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pemilihan lokasi 

TPA yang strategis. Selain itu, Bappeda bekerja sama dengan dinas terkait, seperti 

Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan 

dengan baik. Namun, Bappeda dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk 

resistensi masyarakat terhadap dampak kesehatan dan lingkungan yang mungkin 

timbul dari keberadaan TPA, serta masalah koordinasi antar instansi yang 

memperlambat pengambilan keputusan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang 

lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta memperbaiki  



 

koordinasi antar instansi agar pengelolaan TPA dapat berjalan lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir, Bappeda 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

  

AUTHORITY OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING 

AGENCY IN MAKING PROCESSING LOT POLICIES 

 THE END OF REGIONAL WASTE IN LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

MUHAMMAD IRVAN 

  

The waste management crisis in Lampung Province is increasingly urgent. The 

volume of waste continues to increase beyond the capacity of the existing Final 

Processing Site (TPA). The construction of a Regional TPA is the desired solution. 

The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) has a central role in 

planning and implementing regional landfill development based on Law Number 

32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 18 of 2008 

concerning Waste Management. The formulation of this research problem is: 1) 

What is BAPPEDA's authority in Regional TPA policy in Lampung Province? 2) 

What are the inhibiting factors for BAPPEDA in formulating this policy? 

This research uses a normative juridical approach by collecting data through 

literature study and interviews with informants from BAPPEDA and the 

Environmental Service. The data obtained includes primary, secondary and tertiary 

legal materials, which are then processed and analyzed descriptively qualitatively 

to evaluate BAPPEDA's authority and inhibiting factors in Regional TPA policies. 

In efforts to improve waste management in Lampung Province, the role of the 

Regional Development Planning Agency (Bappeda) is very crucial, especially in 

planning and managing Final Processing Sites (TPA). Bappeda is responsible for 

formulating policies related to waste management, such as the Regional Waste 

Management Plan (RPBSD), as well as regulating land zoning through Regional 

Spatial Planning (RTRW) and selecting strategic landfill locations. Apart from that, 

Bappeda collaborates with related agencies, such as the Environmental Service, to 

ensure that policy implementation runs well. However, Bappeda is faced with 

various challenges, including community resistance to the health and 

environmental impacts that may arise from the presence of a landfill, as well as 

coordination problems between agencies that slow down decision making. For this 

reason, a more inclusive approach is needed by involving the community in 

planning and improvement coordination between agencies so that landfill 

management can run more effectively and sustainably. 

Keywords: Waste Management, Final Processing Site, Bappeda 
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BAB I                                                                                                       

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latari Belakang 

Indonesiai adalahi salahi satui negarai berkembangi yangi saati inii sedangi berprosesi 

dalami pembangunani padai segalai bidang,i hali inii dilakukani untuki mencapaii 

Indonesiai yangi lebihi maju,i dalami pembangunani fisiki maupuni noni fisik.i 

Pembangunani dii Indonesiai menjadii salahi satui kuncii yangi menentukani 

keberlangsungani hidupi bagii Bangsai dani Negarai ini.i Pelaksanaani 

pembangunani harusi matangi dani tersusuni secarai baiki dani rapihi agari dii masai 

dapati memberikani dampaki positif.i Pembangunani yangi dilakukani olehi 

pemerintahi diharapkani memberikani dampaki positifi demii kemajuani negara.i  

Pembangunani adalahi suatui prosesi kegiatani yangi dilakukani dalami rangkai 

mengembangkani ataui mengadakani perubahan-perubahani kei arahi keadaani 

yangi lebihi baik.i Pembangunani ialahi segalai prosesi perbaikani kualitasi 

kehidupani masyarakati dani bangsai secarai terencana.i Pembangunani nasionali 

dapati diartikani sebagaii suatui rangkaiani upayai pembangunani 

berkesinambungani yangi meliputii seluruhi kehidupani masyarakat,i bangsa,i dani 

negarai untuki melaksanakani tugasi dalami mewujudkani tujuani nasionali yangi 

tercantumi dalami Pembukaani Undang-Undangi Dasari 1945. 1
 i Pembangunani 

nasionali inii bermaknai bahwai pemerintahi wajibi menjamini perlindungani darii 

seluruhi wargai negaranyai sehinggai terwujudnyai kesejahteraani masyarakati 

secarai umum,i meningkatnyai kecerdasani anaki bangsa,i sertai terciptanyai 

kedamaiani dii duniai inii dengani dasarnyai yaitui kedamaiani secarai kekali dani 

adanyai keadilani dalami hidupi bermasyarakat. 

 
1  Ali Abdul Wakhid, Administrasi Dan Pembangunan Nasional (Bandar Lampung: 

Harakindo Publishing, 2016), hlm 70. 



2 

 

Perencanaani pembangunani ialahi suatui tahapani kegiatani yangi merupakani 

prosesi mempersiapkani segalai sesuatui yangi mencakupi tentangi pembangunan,i 

yangi dipersiapkani secarai sistematis.i Pelaksanaani pembangunani yangi akani 

dilaksanakani agari mencapaii tujuani yangi sudahi direncanakani sesuaii pemilihani 

tujuani dilakukani sadari atasi dasari skalai kebutuhani dani dengani memperhatikani 

faktor-faktori keterbatasani yangi ada.i Segalai aktivitasi yangi berhubungani 

dengani penyelenggarai pemerintahi padai suatui wilayahi dani jugai dipusati supayai 

terlaksananyai perani BAPPEDAi (Badani Perencanaani Pembangunani Daerah)i 

yangi berjalani aporismai sinkroni menggunakani badani yangi berperani krusiali 

padai aplikasii perencanaani dani pembangunani makai wajibi mempunyaii upayai 

yangi terencana.i Adapuni fungsii dani Kewenangani Badani Perencanaani 

Pembangunani Daerahi (BAPPEDA)i sungguhi sangati dibutuhkani ataupuni 

diperlukani karenai perencanaani pembangunani daerahi merupakani hali yangi 

pertamai membantui menetapkani arahi pembangunani dengani memaksimalkani 

dani mengoptimalkani sumberi dayai dani melibatkani semuai pengembang.i  

Amanati Undangi Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahi Daerahi 

menjadikani Pemerintahi daerahi berwenangi dalami melaksanakani perencanaani 

dani penetapani kebijakani maupuni programi kegiatani dii daerah.i Otonomii daerahi 

jugai menjadikani Pemerintahani daerahi lebihi mandirii dalami menentukani arahi 

dani tujuani keberhasilani pembangunani didaerahi yangi menjadii agendai pentingi 

bagii pemerintahi daerah.i Konsepi otonomii daerahi yangi bersifati desentralisasii 

yaknii memberikani kebebasani kepadai daerahi untuki membanguni wilayahnya,i 

termasuki pembangunani ekonominya.i  

Kewenangani pemerintahi daerahi dalami melaksanakani urusani pemerintahani 

berdasarkani asasi otonomii daerahi dani tugasi pembantuani melaluii prinsipi 

otonomii yangi seluas-luasnyai menuruti sistemi Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesiai terdapati dalami Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi 

Pemerintahani Daerah.i Pemerintahi daerahi dalami melaksanakani urusani 

pemerintahani konkureni yangi dipercayakani negarai kepadanyai dani menjadii 

bagii terwujudnyai Otonomii daerahi menuruti asasi tugasi pembantuan.i i i  
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Permasalahani yangi biasai dihadapii olehi negarai berkembangi adalahi 

pertumbuhani penduduki yangi sangati cepati sehinggai pembangunani semakini 

harii semakini tidaki terkendali.i Hali inii memberikani dampaki terhadapi kebutuhani 

saranai dani prasaranai sehinggai terciptanyai suatui kotai yangi nyamani dani tertata.i 

Kondisii tersebuti harusi diimbangii dengani kesiapani pemerintahi setempati dalami 

menyiapkani saranai dani prasaranai yangi menunjangi sertai mengantisipasii 

perkembangani kota.i Salahi satui saranai yangi pentingi untuki menunjangi fungsii 

kotai adai padai sektori pengelolaani sampah,i keberadaani sampahi dipengaruhii 

olehi peningkatani jumlahi penduduki yangi berpengaruhi terhadapi peningkatani 

volumei sampahi sertai kerusakani terhadapi lingkungani sekitarnya.i  

Pengelolaani sampahi sendirii telahi diaturi dalami pertimbangani Undang-undangi 

No.18i Tahuni 2008i tentangi pengelolaani sampah.i Adapuni pertimbangani yangi 

dimaksud,i antarai laini :2 

1. Bahwai pertambahani penduduki dani kecenderungani kehidupani masyarakati 

yangi konsumtifi menimbulkani bertambahnyai volume,i jenis,i dani 

karakteristiki sampahi yangi semakini beragam.i  

2. Bahwai pengelolaani sampahi perlui secarai komprehensif,i terpadu,i 

penanganani darii hului kei hilir,i pendayagunaani manfaati sampahi secarai 

ekonomi,i dani mengubahi perilakui masyarakati dalami menanganii sampah. 

Permasalahani sampahi dii kota-kotai besari dii Indonesiai merupakani masalahi 

yangi belumi bisai diatasii dengani baiki hinggai saati ini.i Meningkatnyai jumlahi 

penduduki yangi diiringii olehi peningkatani pendapatan,i perubahani polai 

konsumsi,i pertumbuhani ekonomii dani urbanisasii sehinggai mengakibatkani 

padai peningkatani potensii timbunani sampahi perkapitai dani beragamnyai jenisi 

sampahi yangi dihasilkan.i  

Setiapi harinyai kota-kotai besari dii Indonesiai menghasilkani puluhani toni sampah.i 

Volumei sampahi yangi melebihii kapasitasi dayai tampungi Tempati Pemrosesani 

Akhiri i (TPA)i mengakibatkani pengelolaani sampahi tidaki memberikani dampaki 

positifi kepadai lingkungan.i Kebijakani pemerintahi yangi kurangi mendukungi 

 
2  Yandi Hartono, dkk. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga 

(Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal. 7. 
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dalami memanfaatkani produki sampingani menyebabkani sampahi menumpuki dii 

Tempati Pemrosesani Akhiri i (TPA).i Sampahi terusi menumpuki darii harii kei harii 

dani menjadii bukiti sampah.3 

Provinsii Lampungi merupakani salahi satui contohi provinsii dii Indonesiai yangi 

mempunyaii permasalahani sampahi yangi sampaii saati inii belumi adai solusi.i 

Dinasi Lingkungani Hidupi (DLH)i Provinsii Lampungi mendata,i produksii sampahi 

domestiki dii wilayahi Lampungi mencapaii 4.515i toni peri hari.i DLHi Lampungi 

mendatai selamai tahuni 2022,i terdapati 1,64i jutai toni sampahi yangi beredari dii 

Lampung,i setiapi harinyai volumei sampahi domestiki mencapaii 4.515i ton.i i Jumlahi 

timbunani sampahi tahuni 2022i meningkati dibandingkani tahuni 2021i sebesari 1,62i 

jutai ton,i tahuni 2020i sebesari 1,63i jutai ton,i dani tahuni 2019i sejumlahi 1,46i jutai ton.i 

Adai tigai TPAi dii Provinsii Lampungi yangi sudahi melebihii kapasitasi tampung,i 

yaknii TPAi Bakungi Kotai Bandari Lampung,i TPAi Kotai Metro,i dani TPAi 

Kabupateni Lampungi Tengah.i Saati ini,i Pemprovi Lampungi sedangi merencanakani 

adanyai TPAi Regionali untuki mencarii solusii ketigai TPAi tersebut.4 

Berdasarkani Pasali 1i ayati (8)i Undang-Undangi Nomori 18i Tahuni 2008i tentangi 

pengelolaani sampah,i Tempati Pemrosesani Akhiri i (TPA)i adalahi tempati untuki 

memproses,i mengolahi dani mengembalikani sampahi kei mediai lingkungani 

secarai amani bagii kesehatani manusiai dani lingkungani sekitar.i Salahi satui 

programi nasionali disetiapi daerahi yaitui penyediaani Tempati Pemrosesani Akhiri i 

(TPA)i sebagaii prosesi manajemeni pengelolaani sampah.i Pemerintahi 

menyediakani TPAi sebagaii bentuki tanggungi jawabi terhadapi kenyamanani 

masyarakat,i Lingkungani yangi bersihi dani TPAi yangi amani akani meningkatakani 

derajati kesehatani Masyarakat. 

Pemerintahi daerahi Provinsii Lampungi memilikii kewenangani untuki melakukani 

perencanaani Tempati Pemrosesani Akhiri i (TPA)i untuki mengatasii masalahi 

pengelolaani sampah.i Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 9i Tahuni 

 
3  Alifah Imana Putri, Skripsi: “Dampak Keberadaan TPA Randengan Terhadap Kondisi 

Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota 

Mojokerto” (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019), hal. 2 
4 https://news.republika.co.id/berita/rpco5f463/produksi-sampah lampung diakses pada 13 

Februari 2024 Pukul 14.58. 

https://news.republika.co.id/berita/rpco5f463/produksi-sampah%20lampung
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2021i tentangi Pengelolaani Sampahi menjadii dasari hukumi dalami melakukani 

perencanaani maupuni pengelolaani sampahi dii Provinsii Lampung.i Sehinggai 

Pemerintahi daerahi Provinsii Lampungi merencanakani Tempati Pemrosesani 

Akhiri i (TPA)i Regionali yangi beradai dii Registeri 40i Gedungi Wanii Ujungi Kotai 

Barui Kabupateni Lampungi Selatani dani Tujuani darii Pembangunani TPAi 

Regionali inii adalahi untuki membantui penanganani sampahi dii tujuhi daerahi 

yaknii Kotai Bandari Lampung,i Kotai Metro,i Kabupateni Pesawaran,i Pringsewu,i 

Lampungi Selatan,i Lampungi Tengahi dani Lampungi Timur.i  

Permasalahani sampahi saati inii bukani hanyai sekedari masalahi kebersihani dani 

lingkungani sajai melainkani masalahi inii sudahi menjadii masalahi sosiali dalami 

kehidupani masyarakati dii perkotaan.i Dampaki negatifi darii sampahi terhadapi 

kesehatani yaitui sampahi sebagaii sarangi dani tempati perkembangbiakani vectori 

penyakiti sepertii lalat,i kecoai dani tikus.i Beberapai penyakiti yangi timbuli akibati 

sampahi yaitui demani berdarahi danguei (DBD),i diarei dani penyakiti kulit. 

Olehi karenai itui seharusnyai pemerintahi lebihi mengutamakani pembangunani 

saranai prasaranai dalami sektori pengelolaani sampahi khususnyai tempati 

pemerosesani akhiri sampahi regionali untuki mengoptimalkani pengelolaani 

sampahi sehinggai terciptanyai lingkungani yangi bersihi dani meningkatakani 

derajati kesehatani Masyarakat. 

Permasalahani yangi dihadapii dalami pengelolaani sampah,i diantaranyai 

kurangnyai dasari hukumi yangi tegas,i tempati pembuangani sampahi yangi tidaki 

memadai,i kurangnyai usahai dalami melakukani pengomposan,i dani kurangnyai 

pengelolaani TPAi dengani sistemi yangi tepat,i permasalahani pengelolaani sampahi 

dilihati darii tingginyai jumlahi sampahi yangi dihasilkan,i tingkati pelayanani 

pengelolaani sampahi masihi rendah,i TPAi yangi terbatasi jumlahnya,i institusii 

pengelolai sampahi dani masalahi biaya.5 

Berdasarkani uraiani dii atas,i penulisi tertariki untuki menelitii dani mengamatii 

Kewenangani Badani Perencanaani Pembangunani Daerahi Provinsii Lampungi 

 
5  Rizqi Puteri Wahyudin, “Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak 

Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)” Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Teknik 

Lingkungan, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 67. 
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dalami Membuati Kebijakani Tempati Pemrosesani Akhiri i dii Provinsii Lampungi 

dani akani ditulisi dalami Skripsii dengani juduli “Kewenangani Badani 

Perencanaani Pembangunani Daerahi dalami Membuati Kebijakani Tempati 

Pemrosesani Akhiri i Regionali dii Provinsii Lampung” 

1.2. Permasalahani dani Ruangi Lingkupi Penelitian 

1.2.1. Permasalahan 

Berdasarkani latari belakangi diatas,i makai rumusani masalahi yangi akani dibahasi 

dalami penelitiani inii adalahi sebagaii berikuti :i  

1. Bagaimanakahi wewenangi Badani Perencanaani Pembangunani Daerahi 

dalami Membuati Kebijakani Tempati Pemrosesani Akhiri i Regionali dii 

Provinsii Lampung?i  

2. Faktor-faktori apasajakahi yangi menjadii i Penghambati Badani Perencanaani 

Pembangunani Daerahi dalami Membuati Kebijakani Tempati Pemrosesani 

Akhiri i Regionali dii Provinsii Lampung? 

1.2.2. Ruangi Lingkup 

Ruangi lingkupi dalami penelitiani inii dibatasii padai kajiani mengenaii 

Pembangunani Daerahi terkhususi Pembangunani Tempati Pengelolaani Akhiri 

yangi menjadii bagiani darii kajiani Ilmui Hukumi Administrasii Negara.i Lokasii 

penelitiani inii dilakukani padai Badani Perencanaani Pembangunani Daerahi 

Provinsii Lampung. 

1.3. Tujuani Penelitian 

Penelitiani inii bertujuani untuk,i yaitui :i  

1. Untuki Mengetahuii i wewenangi Badani Perencanaani Pembangunani Daerahi 

dalami Membuati Kebijakani Tempati Pemrosesani Akhiri i Regionali dii 

Provinsii Lampung. 

2. Untuki Mengetahuii fakor-faktori yangi menghambati Badani Perencanaani 

Pembangunani Daerahi dalami Membuati Kebijakani Tempati Pemrosesani 

Akhiri i Regionali dii Provinsii Lampung. 
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1.4. Manfaati dani Kegunaani Penelitian 

1.4.1. Manfaati dani Kegunaani Penelitiani secarai Teoritis 

Manfaati dani kegunaani teoritisi yangi diharapkani darii penelitiani inii ialahi agari 

dapati mengembangkani bahani kajiani Hukumi Administrasii Negarai dalami 

tinjauannyai terhadapi pembangunani tempati pengelolaani akhiri yangi adai dii 

Provinsii Lampung. 

1.4.2. Manfaati dani Kegunaani Penelitiani secarai Praktis 

Manfaati dani kegunaani praktisi darii penelitiani inii agari dapati menjadii referensii 

bagaimanai pelaksanaani bagii badani perencanaani pembangunani daerahi dalami 

membuati kebijakani tempati pengelolaani akhiri dani dapati menjadii salahi satui 

sumberi kajiani yangi dapati dikembangkani untuki penelitiani berikutnya.i Hasili 

yangi ingini dicapaii darii penulisani inii jugai diharapkani dapati menjadii bahani 

edukasii bagii Pemerintahi Provinsii Lampungi untuki mengevaluasii produki 

hukumi yangi berlakui terkaiti dengani Pembangunani Tempati Pemrosesani Akhiri 

i dii Provinsii Lampung.
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TINJAUANi PUSTAKA 

 

2.1. Kewenangan 

2.1.1. Pengertiani Kewenangan 

Kewenangani berasali darii katai wewenangi yangi diartikani sebagaii haki dani jugai 

kekuasaani yangi dimilikii untuki dapati melakukani sesuatu.i Kewenangani 

biasanyai terdirii darii sejumlahi wewenangi berupai kekuasaani atasi golongani 

tertentui ataui jugai kekuasaani atasi suatui bagiani pemerintahan.6
 i Kewenangani 

ataui wewenangi adalahi bagiani yangi pentingi dalami kajiani Hukumi 

Administrasii Negara,i karenai dalami menjalankani urusani pemerintahani 

didasarkani padai wewenangi yangi dii peroleh. 7
 i Menuruti Undang-Undangi 

Nomori 30i Tahuni 2014i tentangi Administrasii Pemerintahani disebutkani 

pengertiani darii kewenangani yangi merupakani kekuasaani untuki bertindaki 

dalami ranahi hukumi publiki olehi Pejabati Pemerintahani dan/ataui Badani ataui 

penyelenggarai negarai lainnya. 

Menuruti H.i D.i Stouti dalami Ridwani HRi kewenangani adalahi keseluruhani 

peraturani mengenaii carai memperolehi dani menggunakani wewenangi 

pemerintahani olehi subyeki hukumi publiki dalami hubungani hukumi publik.8
 i 

Dalami pengertiani konsepi kewenangani yangi dikemukakani H.i D.i Stout,i adai 

duai unsuri yangi terkandungi yaitui adanyai aturan-aturani hukum,i sertai adanyai 

sifati hukum.i Sebelumi kewenangani tersebuti dii limpahkani kepadai institusii 

yangi akani melaksanakannya,i makai harusi ditentukani terlebihi dahului dalami 

peraturani perundang-undangani apapuni bentuki peraturani tersebut. 

 
6 Prajudi Atmosudirjo, Teori Kewenangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.6. 
7 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm.52. 
8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 

110. 
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Dalami bukui Yusrii Munafi wewenangi menuruti S.i F.i Marbuni adalahi 

kesanggupani untuki melakukani tindakani hukumi publiki yangi secarai yuridisi 

merupakani kesanggupani bertindaki yangi diberikani olehi peraturani perundang-

undangani yangi berlakui untuki melakukani berbagaii hubungani hukum. 9
 i 

Kewenangani dani wewenangi seringkalii disamakani dalami berbagaii literaturi 

ilmui hukum,i ilmui politik,i sertai ilmui pemerintahan.i Kekuasaani memilikii 

hubungani dalami pengertiani “adai satui pihaki yangi memerintahi dani pihaki laini 

yangi diperintah”i (thei rulei andi thei ruled).10 

Kewenangani adalahi haki untuki menggunakani wewenangi yangi dimilikii olehi 

seorangi pejabati ataui institusii sesuaii dengani peraturani yangi berlaku.i Dengani 

demikian,i kewenangani jugai mencakupi kemampuani untuki melakukani 

tindakani hukumi yangi dapati dilakukani secarai formal.i Olehi karenai itu,i 

kewenangani adalahi kekuasaani formali yangi dimilikii olehi pejabati ataui 

institusi.i F.A.M.i Stroinki dani J.G.i Steenbeeki menyebuti kewenangani sebagaii 

konsepi intii dalami hukumi tatai negarai dani hukumi administrasii negarai karenai 

pentingnyai kewenangani dalami kajiani hukumi tatai negarai dani hukumi 

administrasii negara.11 

Menuruti Atengi Syarifudini terdapati perbedaani definisii antarai kewenangani 

dani wewenang.i Kewenangani (authority,i gezag)i dapati diartikani sesuatui yangi 

diberikani olehi undang-undangi yangi dii dalamnyai kewenangani itui terdapati 

wewenang-wewenangi (rechtshei voegdheden),i sedangkani wewenangi 

(competence,i bevoegheid)i dapati diartikani hanyai tentangi suatui “onderdeel”i 

(bagian)i tertentui sajai mengenaii kewenangan.i Wewenangi merupakani 

cakupani darii tindakani publik,i cakupani wewenangi pemerintahan,i yangi tidaki 

sajai meliputii wewenangi sebagaii pelaksanaani tugasi dani memberikani 

wewenangi sertai wewenangi utamanyai ditetapkani dalami peraturani perundang-

undangan.12 

 
9 Yusri Munaf,Op.Cit, hlm.53. 
10 Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1998), hlm. 35-

36 
11 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 101. 
12  Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan 

Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (2000), hlm. 22. 
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Berdasarkani padai pemahamani dii atas,i dapati diketahuii bahwai kewenangani 

merupakani haki ataui kekuasaani yangi dimilikii berdasarkani peraturani 

perundang-undangani yangi adai untuki melaksanakani tindakani hukumi publiki 

yangi dapati melakukani hubungani hukum,i dimanai tindakani itui berasali darii 

undang-undangi yangi berlaku. 

2.1.2. Sumberi dani Carai Memperolehi Kewenangan 

Prinsipi utamai dalami penyelenggarani pemerintahani dalami sistemi negarai 

konstituentali dalami negarai hukumi dikenali sebagaii asasi legalitas.i Dalami 

pelaksanaani kewenangannyai pemerintahi daerahi mengaturi dani mengelolai 

sendirii urusani pemerintahannnya,i sumberi kewenangani menjadii salahi satui 

poini penting,i mengingati padai prinsipnya,i daerahi dalami konstruksii negarai 

kesatuan,i pelaksanaani pemerintahani daerahi tidaki bolehi bertentangani dengani 

pemerintahi pusat.i Dalami konteksi negarai hukum,i sumberi kewenangani 

pemerintahani harusi berdasarkani padai ketentuani hukumi yangi secarai 

kontekstuali berasali darii peraturani perundang-undangan.i Secarai teori,i 

wewenangi dapati diperolehi melaluii tigai carai menuruti peraturani perundang-

undangan,i yaitui kewenangani yangi diperolehi melaluii atribusi,i kewenangani 

yangi diperolehi melaluii delegasii dani kewenangani yangi diperolehi darii 

mandat.13 

a. Atribusii diartikani sebagaii kewenangani yangi diberikani olehi suatui badani 

legislatifi yangi independeni kepadai suatui organi pemerintahi ataui lembagai 

negara.i Atribusii ditunjukkani dalami pengertiani kewenangani yangi 

dimilikii olehi suatui bagiani pemerintahani dalami menyelenggarakani 

pemerintahannyai berdasarkani dengani kewenangani yangi ditunjuki olehi 

pembuati peraturani perundang-undangan.14 

b. Delegasii merupakani kewenangani yangi dilimpahkani darii kewenangani 

atribusii yangi i berasali darii suatui badani pemerintahani kepadai badani 

lainnyai yangi kemudiani badani yangi telahi memberii kewenangani dapati 

 
13 Ridwan HR, Op.Cit, hlm.101. 
14  Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, Sosfilkom, Vol.XIII, No. 01, (2019), hlm. 10-

11 
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mengujii kewenangannyai tersebuti atasi namanya.i Pemberiani kewenangani 

untuki mengaturi lebihi lanjuti mengenaii teknisi ataui pelaksanai darii undang-

undangi disebuti dengani pemberiani kewenangani delegasi.i Prosesi 

pendelegasiani kewenangani regulasii ataui legislasii inilahi yangi disebuti 

sebagaii pendelegasiani kewenangani legislatifi ataui “legislativei 

delegationi ofi thei rulei makingi power”.15 

c. Mandati padai umumnyai diberikani antarai atasani dani bawahani dalami 

suatui jabatani ataui suatui pelimpahani wewenangi kepadai bawahan.i Padai 

mandat,i tanggungi jawabi tidaki berpindahi kepadai mandatarisi (penerimai 

mandat),i namuni tetapi beradai dii tangani penerimai mandat.i Dengani 

demikian,i semuai akibati hukumi yangi ditimbulkani olehi adanyai keputusani 

yangi dikeluarkani olehi penerimai mandati adalahi tanggungi jawabi pemberii 

mandat.16 

Kewenangani yangi diperolehi dengani carai atribusii berasali darii pembagiani 

kekuasaani negarai secarai konstitusional,i sedangkani kewenangani darii 

delegasii dani mandati adalahi kewenangani yangi berasali darii pelimpahani 

kekuasaan.i Dalami bukui Yusrii Munaf,i Philipusi M.i Hadjoni menyatakani 

bahwai adanyai perbedaani antarai kewenangani delegasii dani kewenangani 

mandat.i Dalami proseduri pelimpahannya,i delegasii berasali darii suatui bagiani 

pemerintahani kepadai bagiani pemerintahani yangi laini berdasarkani peraturani 

perundang-undangan,i dengani tanggungi jawabi dani responsibilitasi ikuti 

beralihi kepadai delegetaris.i  

Sanksii administrasii dalami hukumi administrasii negarai adalahi penerapani 

kewenangani pemerintah,i yangi berasali darii aturani tertulisi dani tidaki tertulisi 

aturanhukumi administrasii negara.i Kewenangani inii biasanyai memberikani 

kepadai pemerintahi untuki menetapkani norma-normai dalami hukumi 

administrasii negara,i dani jugai memberikani kewenangani untuki menegakkani 

norma-normai tersebuti melaluii penerapani sanksii bagii merekai yangi 

melanggari norma-normai tersebut.17 

 
15 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148. 
16 Ibid, hlm. 13. 
17 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 296. 
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2.2. Kebijakan 

2.2.1. Pengertiani Kebijakan 

Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI)i mendefinisikani bahwai kebijakani 

adalahi rangkaiani konsepi dani asasi yangi menjadii garisi besari dani rencanai 

dalami pelaksaani suatui pekerjaan,i kepemimpinan,i dani carai bertindaki (tentangi 

pemerintahan,i organisasi,i dani sebagainya).18 

Menuruti Noengi Muhadjiri kebijakani merupakani upayai untuki memecahkani 

masalahi sosiali untuki kepentingani masyarakati dengani menggunakani prinsipi 

keadilani dani kesejahteraani masyarakati sebagaii dasar.i Kebijakani jugai harusi 

memenuhii empati tujuani utama:i  

a. meningkatkani kualitasi hidupi masyarakat,i  

b. mewujudkani keadilani sosiali melaluii hukum,i keadilani sosial,i dani 

kesempatani untuki kreativitasi dani prestasii individu,i  

c. memberikani kesempatani bagii masyarakati untuki berpartisipasii secarai aktifi 

dalami diskusi,i perencanaan,i keputusan,i dani pelaksanaan,i dani  

d. memastikani pengembangani berkelanjutan.19 

Dalami kebijakani Pemerintahi memilikii pengertiani yangi bakui sebagaii 

keputusani yangi dibuati secarai sistematisi olehi pemerintahi untuki maksudi dani 

tujuani tertentui yangi menyangkuti kepentingani umum.20
i Perundang-undangani 

adalahi dasari untuki pelaksanaani kebijakan.i Kebijakani sendirii terbagii menjadii 

duai bagian:i  

a. Kebijakani internali (manajerial),i yaitui kebijakani suatui instansii yangi 

mempunyaii kekuasaani untuki mengikati organisasii pemerintahani itui 

sendiri.i  

 
18  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan,  diakses pada tanggal 17 Februari 2024 

pukul 23.22 
19 Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada 

Universitas Pendidikan Indones”, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15 
20  Subarsono. (Yogyakarta: 2005), Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan 

Aplikasi.Pustaka Pelajar, h.87. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan
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b. Kebijakani eksternali (publik),i yaitui kebijakani yangi bersifati mengikati 

publik,i makai dengani kebijakani tersebuti makai kebijakani tersebuti harusi 

tertulis.21 

 

2.2.2. Fungsii Kebijakan 

Fungsii kebijakani adalahi sebagaii panduani dan/ataui arahani yangi ditetapkani 

olehi pemerintah,i organisasi,i ataui lembagai untuki mencapaii tujuani tertentui 

ataupuni mengatasii masalah-masalahi tertentu. 

Kebijakani dapati berkaitani dengani berbagaii bidang,i sepertii politik,i ekonomi,i 

sosial,i lingkungan,i kesehatan,i pendidikan,i dani yangi lainnya.i Selaini itu,i 

berdasarkani strukturnya,i kebijakani publiki dapati bersifati nasional,i regional,i 

ataui lokal.i Contohnyai termasuki undang-undang,i peraturani pemerintah,i 

peraturani presiden,i peraturani menteri,i peraturani pemerintahi daerah,i provinsi,i 

gubernur,i dani keputusani bupatii dani walikota.i Secarai terminologi,i adai banyaki 

definisii kebijakani publiki (publici policy),i tergantungi padai carai kitai 

mengartikannya.22 

Beberapai fungsii utamai kebijakani meliputi:i  

1. Penyelesaiani masalah:i Kebijakani ditetapkani untuki mengatasii masalahi 

ataui tantangani yangi dihadapii olehi suatui masyarakat,i organisasi,i ataui 

pemerintah.i Tujuani utamanyai adalahi untuki mencarii solusii yangi efektifi 

dani efisien.i  

2. Pengaturani dani pengendalian:i Kebijakani digunakani untuki mengaturi dani 

mengendalikani perilakui ataui aktivitasi dii dalami suatui sistemi ataui 

lingkungani tertentu.i Tujuannyai adalahi menciptakani kerangkai kerjai yangi 

sesuaii dengani tujuani yangi ingini dicapai.i  

 
21  Sudjito dkk, Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, harmonisassi, 

integrasi pelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam rangka memperkokoh kedaulatan bangsa, 

(Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2014), h. 222 
22 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Moestopo Beragama Pers: 2014), h.3. 
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3. Perubahani sosiali :i Kebijakani dapati digunakani sebagaii alati untuki 

menciptakani perubahani sosiali yangi diinginkani ataui mengatasii 

ketidakadilani ataui masalah-masalahi strukturali dalami masyarakat.i  

4. Pemenuhi kepentingani publiki :i Kebijakani seringi kalii ditetapkani untuki 

memenuhii kepentingani dani kebutuhani publiki secarai keseluruhan,i sertai 

untuki mencapaii kesejahteraani dani kemajuani masyarakat. 

5. Pencegahi konfliki :i Kebijakani dapati dirancangi untuki mencegahi ataui 

mengurangii konfliki antarai berbagaii kelompoki ataui golongani 

masyarakati yangi berbedai kepentingan. 

2.3. Tempati Pemrosesani Akhir 

2.3.1. Pengertiani Tempati Pemrosesani Akhir 

Tempati Pemrosesani Akhiri i (TPA)i adalahi lokasii terakhiri darii sampahi yangi 

bersumberi darii berbagaii sumber,i tidaki terkecualii darii rumahi tangga.i Adanyai 

tempati sampahi difungsikani sebagaii penampungani akhir.i  

Tempati Pemrosesani Akhiri i (TPA)i adalahi saranai fisiki untuki berlangsungnyai 

kegiatani pembuangani akhiri sampah.i TPAi merupakani matai rantaii terakhiri 

darii kegiatani distribusii sampahi perkotaani sebagaii saranai lahani untuki 

menimbuni ataui mengolahi sampah.i Prosesi sampahi itui sendirii mulaii darii 

timbulnyai dii sumber,i prosesi pewadahi ataui pengumpulan,i prosesi pemindahani 

ataui pengangkutan,i terakhiri adalahi pengolahani dani pembuangan.i Sampah-

sampahi yangi masuki kei TPA.23 

Menuruti Pasali 1i Angkai 41i Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 9i 

Tahuni 2021i Tempati pengolahani sampahi dengani prinsipi 3Ri (reduce,i reuse,i 

recycle)i yangi selanjutnyai disebuti TPSi 3Ri adalahi tempati dilaksanakannyai 

kegiatani pengumpulan,i pemilahan,i penggunaani u1ang,i dani pendaurani ulangi 

skalai kawasan. 

Menuruti Undang-i Undangi Republiki Indonesiai No.18i tahuni 2008i tentangi 

pengelolaani sampah,i TPAi adalahi tempati untuki memprosesi ataui 

 
23 Surya Dailiati, Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan (Surabaya: Jakad Publishing 

Surabaya, 2018), hal. 106. 
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mengembalikani sampahi kei mediai lingkungani secarai amani bagii manusiai dani 

lingkungan.i TPAi adalahi tempati yangi digunakani untuki menyimpani dani 

memusnahkani sampahi dengani carai tertentui sehinggai dampaki negatifi yangi 

ditimbulkani kepadai lingkungani dapati dihilangkani ataui dikurangi.i Sampahi 

masihi mengalamii prosesi penguraiani secarai alamiahi dengani jangkai waktui 

panjang.i Beberapai jenisi sampahi dapati teruraii secarai cepat,i sementarai yangi 

laini lebihi lambat;i bahkani adai beberapai jenisi sampahi yangi tidaki berubahi 

sampaii puluhani tahun;i misalnyai plastik.i Hali inii memberikani gambarani 

bahwai setelahi TPAi selesaii digunakanpuni masihi adai prosesi yangi berlangsungi 

dani menghasilkani beberapai zati yangi dapati mengganggui lingkungan.24 

Hali inii kembalii menekankani padai pentingnyai pengelolaani sampahi agari saati 

dibuangi tidaki mencemarii lingkungan.i Selaini itui dii lokasii pemrosesani akhiri 

tidaki hanyai adai prosesi penimbunani sampahi tetapii jugai wajibi terdapati 4i 

(empat)i aktivitasi utamai penanganani sampahi dilokasii TPA,i yaitui : 

1. Pemilahani sampahi  

2. Daur-ulangi sampahi non-hayatii (an-organik)i  

3. Pengomposani sampahi hayatii (organik)i  

4. Pengurugan/penimbunani sampahi residui darii prosesi dii atasi dii lokasii 

pengrugan 

2.3.2. Jenis-Jenisi Tempati Pemrosesani Akhir 

Berikuti inii terdapati jenis-jenisi darii Tempati Pemrosesani Akhiri i : 

1. Sanitaryi landfilli  

Sanitaryi landfilli merupakani sebuahi sistemi pembuangani akhiri sampahi 

yangi dilakukani dengani carai ditimbuni dani dipadatkan,i kemudiani sampahi 

tersebuti ditutupi dengani tanahi sebagaii lapisani penutup.i Hali tersebuti 

dilakukani secarai terusi menerusi dani berlapis-lapisi sesuaii rencanai yangi 

telahi ditetapkan.i Pekerjaani pelapisani sampahi dengani tanahi penutupi 

dilakukani setiapi harii padai akhiri jami operasii Tempati Pemrosesani Akhiri i 

dani jugai diperlukani persediaani tanahi yangi cukupi untuki menutupii 

 
24 Hamsah, “Kesesuaian Tempat pembuangan Akhir Sampah dengan Lingkungan di Desa 

Kalitirto Yogyakarta” Plano Madani, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 2. 
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timbunani sampahi tersebut.i Sanitaryi landfilli inii dapati dilengkapii lagi,i 

menjadii :i  

a. Improvedi Sanitaryi Landfilli :i Adalahi sebuahi sistemi yangi 

dikembangkani berdasarkani sistemi sanitaryi landfill.i Sistemi inii bisai 

dibilangi lebihi canggih,i karenai padai sistemi inii terdapati instalasii yangi 

mampui memisahkani airi lindii (leachate),i airi hasili pemisahani 

tersebuhi masihi bisai dimanfaatkani dengani mengalirkanyai terlebihi 

dahului kei pipai pengolahan.i Selaini itui sistemi inii jugai dilengkapii 

dengani jaringani ventilatori yangi berfungsii menguraikani gasi yangi 

terdapati dalami sampah.i  

b. Semii Aerobici Sanitaryi Landfilli :i Padai sistemi inii percepatani 

dekomposisii (penguraian)i sampahi dapati dilakukani dengani cepat,i 

yaknii dengani carai menambahi suplayi oksigeni yangi masuk.i  

2. Controli landfill 

Padai sistemi inii timbunani sampahi akani dii tutupi dengani tanah.i Penutupani 

dengani tanahi inii dilakukani dengani berkala.i Secarai lebihi lanjuti sistemi inii 

berfungsii mengurangii resikoi tumpukani sampahi yangi adai dengani carai 

memadatkani sampahi yangi menumpuki terlebihi dahulu,i kemudiani 

menimbunnyai dengani tanahi secarai berkala.i Carai inii dilakukani agari 

potensii sampahi yangi merusaki lingkungani dapati diperkecil. 

2.4. Dasari Hukumi Tempati Pemrosesani Akhir 

Pasali 1i angkai 34i Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 9i Tahuni 2021i 

menjelaskani bahwai Pengelolaani Sampahi Regionali adalahi pengelolaani sampahi 

yangi sistematis,i menyeluruh,i dani berkesinambungani yangi meliputii 

pengurangani dani penanganani sampahi darli bersumberi darii 2i (dua)i ataui lebihi 

Kabupaten/Kotai termasuki pulau-pulaui kecili dii dalamnya.i Tempati Pemrosesani 

Akhiri Regionali yangi selanjutnyai disingkati dengani TPAi Regionali adalahi 

tempati untuki kegiatani memprosesi dani mengembalikani sampahi kei mediai 

lingkungani secarai amani bagri manusiai dani lingkungani yangi berasali darii 2i 

(dua)i ataui lebihi Kabupaten/Kota.i  
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Pasali 141i Angkai 4i Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 12i Tahuni 2019i 

tentangi Perubahani Atasi Peraturani Daerahi Nomori 1i Tahuni 2010i tentangi 

Rencanai Tatai Ruangi Wilayahi (RTRW)i Provinsii Lampungi Tahuni 2009i sampaii 

dengani Tahuni 2029i dalami membuati kebijakani mengelolai Tempati Pemrosesani 

Akhiri i regionali pemerintahi memperhatikani beberapai aspeki yaitui : 

 

1. Lokasii TPAi tidaki diperkenankani berdekatani dengani kawasani 

permukiman. 

2. Sistemi persampahani TPAi dilakukani dengani sistemi sanitaryi landfilli sesuaii 

dengani peraturani perundangi undangan.i  

3. Lingkungani TPAi harusi menyediakani prasaranai penunjangi pengelolaani 

sampah.i  

4. Penerapani sistemi reduce,i reuce,i dani recyclei (3r)i dalami pengelolaani 

sampah. 

Dasari hukumi yangi mengaturi tentangi pengelolaani sampahi diaturi dalami 

undang-undangi nomori 18i tahuni 2008i tentangi pengelolaani sampah.i Dimanai 

dalami pasali 7i undang-undangi nomori 18i tahuni 2008i dijelaskani bahwai 

wewenangi pemerintahi dalami penyelenggaraani pengelolaani sampahi yaitu: 

1. Menetapkani kebijakani dani strategii nasionali pengelolaani sampahi  

2. Menetapkani norma,i standari prosedur,i dani kriteriai pengelolaani sampahi  

3. Memfasilitasii dani mengembangkani kerjasamai antari daerah,i kemitraan,i 

dani jejaringi dalami pengelolaani sampahi  

4. Menyelenggarakani koordinasi,i pembinaani dani pengawasani kinerjai 

pemerintahi daerahi dalami pengelolaani sampahi  

5. Menetapkani kebijakani penyelesaiani perselisihani antari daerahi dalami 

pengelolaani sampah.i  

Sedangkani wewenangi pemerintahi provinsii dalami menyelenggarakani 

pengelolaani sampahi yaitui : 

1. Menetapkani kebijakani dani strategii nasionali pengelolaani sampah 

2. Memfasilitasii dani mengembangkani kerjasamai antari daerah,i kemitraan,i 

dani jejaringi dalami pengelolaani sampah 
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3. Menyelenggarakani koordinasi,i pembinaani dani pengawasani kinerjai 

pemerintahi daerahi dalami pengelolaani sampah 

4. Memfasilitasii penyelesaiani perselisihani pengelolaani sampahi antari 

kabupaten/antarkotai dalami satui provinsi.i  

Provinsii Lampungi mempunyaii peraturani tentangi pengelolaani sampahi yaitui 

Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 9i Tahuni 2021.i Dalami Peraturani 

Daerahi tersebuti Pengelolaani sampahi dimaksudkani untuki meningkatkani 

kegiatani pengurangani dani penanganani sampahi melaluii kegiatani yangi 

sistematis,i menyeluruh,i dani berkesinambungan.i Dalami menyelenggarakani 

pengelolaani sampahi provinsi,i Pemerintahi Provinsii berwenangi yaitui menyusuni 

dani menetapkani kebijakani dani strategii dalami pengelolaani sampahi regionali 

sesuaii dengani kebijakani pemerintahi yangi menjadii dasari pedomani bagii daerahi 

kabupaten/kotai dalami menyusuni kebijakani pengelolaani sampahi dani 

menetapkani lokasii TPAi Regionali dani TPSTi Regionali didalami rencanai detaili 

Tatai Ruangi dani Kajiani Lingkungani Hidupi Strategis.

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

BAB III i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

METODEi PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatani Masalah 

Pendekatani masalahi dalami penulisani skripsii inii menggunakani metodei 

pendekatani yuridisi normatif.i Pendekatani inii berfokusi padai analisisi dani kajiani 

terhadapi norma-normai hukumi yangi berlaku,i tanpai melibatkani penelitiani datai 

primeri ataui observasii langsungi dii lapangan.i Penelitiani dilakukani dengani 

mengkajii dani menafsirkani peraturani perundang-undangani sertai dokumen-

dokumeni hukumi yangi relevani untuki memahamii kewenangani Badani 

Perencanaani Pembangunani Daerahi dalami merumuskani kebijakani pengelolaani 

Tempati Pemrosesani Akhiri Regionali dii Provinsii Lampung. 

3.2. Sumberi Datai dani Jenisi Data 

Sumberi datai yangi dikumpulkani untuki menyusuni penelitiani inii menggunakani 

duai sumberi data,i yaitui datai primeri dani sumberi datai sekunder. 

3.2.1. Datai Primer 

Datai primeri merupakani datai yangi diambili secarai langsungi melaluii informani 

yangi berasali darii Badani Perencanaani Pembangunani Daerahi Provinsii 

Lampungi melaluii wawancarai yangi kemudiani diolahi sedemikiani rupai agari 

memperolehi bahani kajiani yangi sesuaii dengani pokoki permasalahani yangi 

sedangi diteliti.i Beberapai informani dani respondeni yangi membantui dalami 

memberikani datai dani keterangani dalami penelitiani inii ialahi sebagaii berikut: 

1. Bapaki Ahmadi Lianurzen,i M.Ti selakui Kepalai Bidangi Perencanaani 

Infrastrukturi dani Kewilayahani Badani Perencanaani Pembangunani 

Daerahi Provinsii Lampung
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2. Ibui Ir.i Emiliai Kusumawati,i M.Mi selakui Kepalai Dinasi Lingkungani 

Hidupi Provinsii Lampung 

3.2.2. Datai Sekunder 

Datai sekunderi adalahi datai yangi didapatkani darii penelitiani kepustakaani 

dengani melakukani kajiani literaturi darii berbagaii sumberi yangi ditemukani 

mengenaii permasalahani yangi terkaiti dalami penelitiani inii dengani menelaahi 

berbagaii buku,i dokumeni sertai peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i 

Datai sekunderi dalami penelitiani inii terbagii menjadii 3i (tiga),i yaitui sebagaii 

berikut: 

1. Bahani hukumi primeri yangi digunakani dalami penelitiani ini,i ialahi sebagaii 

berikut: 

a. Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945; 

b. Undang-Undangi Nomori 18i Tahuni 2008i tentangi Pengelolaani 

Sampah; 

c. Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 12i Tahuni 2019i tentangi 

Perubahani Atasi Peraturani Daerahi Nomori 1i Tahuni 2010i tentangi 

Rencanai Tatai Ruangi Wilayahi (RTRW)i Provinsii Lampungi Tahuni 

2009i sampaii dengani Tahuni 2029; 

d. Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 9i Tahuni 2021i Tempati 

pengolahani sampah. 

2. Bahani hukumi sekunderi yangi dijadikani bahani untuki mendukungi 

penelitiani inii berbentuki bukui hukum,i jurnali hukum,i majalahi hukum,i 

hasili penelitiani hukum,i ataui pendapati parai ahlii hukum. 

3. Bahani hukumi tersieri dapati berupai Kamusi Hukum,i Kamusi Besari Bahasai 

Indonesia,i Ensiklopedia,i dani Ensiklopediai Hukum.i  

3.3. Metodei Pengumpulani Datai dani Pengelolaani Data 

3.3.1. Metodei Pengumpulani Data 

Metodei pengumpulani datai yangi digunakani dalami menyusuni penelitiani inii 

menggunakani metodei sebagaii berikut: 
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1. Studii Pustakai (Libraryi Research) 

Studii Pustakai adalahi kegiatani yangi dilakukani untuki mendapatkani datai 

sekunderi berupai teori-teorii hukum,i asas-asas,i doktrin,i dani kaidahi hukumi 

dengani carai membaca,i mengutipi buku-buku,i sertai menelaahi peraturani 

perundang-undangan,i dokumen,i dani informasii mengenaii permasalahani 

yangi dibahasi dalami penelitiani ini.i  

2. Studii Lapangani (Fieldi Research) 

Studii lapangani merupakani metodei pengumpulani datai untuki memperolehi 

datai primeri yangi dibutuhkani dalami penelitiani dengani meninjaui langsungi 

kei lokasii penelitian.i Metodei inii dilakukani dengani wawancarai langsungi 

kepadai pihak-pihaki yangi memahamii permasalahani yangi dibahasi dalami 

penelitian.i Wawancarai disajikani dengani berpedomani padai daftari 

pertanyaani yangi telahi disiapkani sedemikiani rupai agari dapati memperolehi 

informasii yangi dibutuhkani gunai menjawabi permasalahani yangi adai dalami 

penelitiani yangi dilakukan. 

3.3.2. Pengelolaani Data 

Pengelolaani datai dilakukani untuki membantui dalami melakukani analisisi datai 

yangi didapatkani dalami penelitiani ini.i Pengelolaani datai dilakukani dengani 

prosesi mengelompokkani dani mengurutkani datai kei dalami susunan,i kategori,i 

dani satuani uraiani dasari sehinggai dapati dirumuskani hipotesisi darii 

Kewenangani Badani Perencanaani Pembangunani Daerahi dalami Membuati 

Kebijakani Pengelolaani Tempati Pemrosesani Akhiri i Regionali dii Provinsii 

Lampung. 

1. Seleksii Data 

Tahapani inii dilakukani dengani memeriksai dani menyeleksii datai yangi sudahi 

terkumpuli darii berbagaii sumberi untuki dipilahi menuruti permasalahani 

yangi ditelitii yaitui Kewenangani Badani Perencanaani Pembangunani Daerahi 

dalami Membuati Kebijakani Pengelolaani Tempati Pemrosesani Akhiri i 

Regionali dii Provinsii Lampung. 
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2. Klasifikasii Data 

Klasifikasii datai yaknii mengelompokkani datai sesuaii dengani permasalahani 

yangi dibahasi tentangi Kewenangani Badani Perencanaani Pembangunani 

Daerahi dalami Membuati Kebijakani Pengelolaani Tempati Pemrosesani 

Akhiri i Regionali dii Provinsii Lampungi agari mendapatkani datai yangi 

diperlukani dalami permasalahani tersebut. 

3. Penyusunani Data 

Tahapani inii dilakukani dengani menyusuni datai yangi telahi diklasifikasikani 

sesuaii denngani pokoki bahasani yangi adai kemudiani disusuni sesuaii dengani 

sistematikai yangi sudahi ditentukan.i  

3.4. Analisisi Data 

Analisisi datai yangi digunakani untuki mendapati jawabani permasalahani yangi 

dibahasi adalahi analisisi deskriptifi kualitatif.i Analisisi deskriptifi kualitatifi 

merupakani teknisi analisisi datai yangi menguraikani datai dalami bentuki deskripsii 

ataui gambarani dengani kata-katai atasi subjeki dani objeki penelitiani yangi 

dilakukani secarai teratur,i runtun,i logis,i tidaki tumpangi tindih,i dani efektif.i i 

 

 

  



 

 

 

 

 

BAB V                                                                                                   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis 

menarik kesimpulan, diantaranya: 

 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung 

memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai lembaga 

yang menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA 

menyusun Rencana Pengelolaan Sampah Daerah (RPBSD) untuk pengelolaan 

sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan. BAPPEDA juga terlibat dalam 

perencanaan zonasi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

pemilihan lokasi TPA strategis, serta berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti 

Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah 

efektif. Selain itu, BAPPEDA mendukung inovasi teknologi, alokasi anggaran, 

dan penerapan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, 

melalui program-program seperti masterplan TPA regional dan analisis dampak 

lingkungan (AMDAL). 

2. Faktor penghambat Bappeda Provinsi Lampung dalam membuat kebijakan 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional terbagi menjadi dua aspek utama, 

yaitu isu sosial-komunitas dan koordinasi antar instansi. Masyarakat lokal 

sering menolak proyek TPA karena kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, 

seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta kerusakan lingkungan jangka 
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panjang yang dapat mengurangi kualitas tanah dan merusak ekosistem lokal. 

Selain itu, perubahan yang dibawa oleh TPA, seperti gangguan pada akses ke 

sumber daya alam dan perubahan pemandangan alam yang dihargai, 

menyebabkan penolakan sosial. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan juga memperburuk ketidakpercayaan terhadap proyek ini. Di sisi 

lain, koordinasi antar instansi menjadi kendala signifikan, di mana perbedaan 

kepentingan antar lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas 

Pekerjaan Umum, sering menyebabkan konflik dan keterlambatan 

pengambilan keputusan. Komunikasi yang tidak efektif dan keterbatasan 

sumber daya, serta tanggung jawab yang tidak jelas, semakin memperburuk 

koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan TPA. Untuk 

mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif 

dan komunikatif dengan masyarakat, serta perbaikan koordinasi antar instansi 

agar pengelolaan TPA dapat berjalan efektif. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran berikut dapat 

dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Provinsi Lampung, diantaranya:  

1. BAPPEDA Provinsi Lampung harus terus memperkuat koordinasi dengan 

dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. 

Selain itu, penting untuk terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi 

inovatif dalam pengelolaan sampah, serta memperhatikan aspek keberlanjutan 

dalam setiap kebijakan yang diambil. Pengalokasian anggaran yang lebih 

optimal untuk pembangunan dan pengelolaan TPA juga perlu diperhatikan agar 

dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Terakhir, 

pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif terhadap program-program seperti 

masterplan TPA regional dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dapat 

meningkatkan efektivitas kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah di 

Provinsi Lampung. 
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2. Untuk mengatasi hambatan dalam pembuatan kebijakan Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) regional di Provinsi Lampung, disarankan agar masyarakat 

dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dengan 

pendekatan transparan yang menjelaskan dampak lingkungan dan manfaat 

jangka panjang TPA. Selain itu, penting untuk memperhatikan kesejahteraan 

sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam hal koordinasi antar instansi, 

peran dan tanggung jawab masing-masing instansi harus dipertegas, dengan 

komunikasi yang lebih efektif untuk mempercepat pengambilan keputusan. 

Alokasi sumber daya yang cukup juga perlu dipastikan untuk mendukung 

kelancaran proyek TPA, sehingga pengelolaannya dapat lebih efektif dan 

berkelanjutan. 
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